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BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi

1. Pengertian Amnesti 

Istilah amnesti berasal dari bahasa Yunani yaitu amnestia yang artinya melupakan. Amnesti merupakan sebuah pengampunan yang diberikan oleh presiden terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana yang perkaranya sudah atau belum diputus oleh pengadilan atau masih dalam proses pemeriksaan. Di dalam terminologi hukum pidana, istilah amnesti disebut sebagai amnestie yaitu penyataan umum oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar bahwa tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun terhadap delik tertentu.
 

Amnesti digunakan untuk menghentikan suatu proses peradilan pidana di semua tahapan, sehingga akibat hukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihilangkan, oleh sebab itu dengan adanya pemberian amnesti, semua akibat hukum terhadap terpidana dapat dihapuskan. Hal ini amnesti diartikan sebagai hak 

prerogratif yang dimiliki oleh seorang kepala negara.
 Dalam pemberian amnesti tidak ada waktu yang ditentukan kapan amnesti akan diberikan, yang berarti amnesti dapat diberikan kapan saja baik setelah maupun sebelum keluarnya keputusan dari pengadilan.

 Abolisi, grasi, dan rehabilitasi  juga merupakan salah satu bentuk dari pengampunan yang diberikan presiden terhadap suatu putusan pengadilan kepada narapidana yang sudah dijatuhkan hukuman. Namun, amnesti, abolisi, grasi, maupun rehabilitasi berbeda dengan pembebasan bersyarat sebab pembebasan bersyarat memiliki beberapa syarat  sebelum narapidana mengajukan pembebasan bersyarat tersebut salah satunya yaitu sudah melalui 2/3 dari masa tahanannya.  Dalam mengajukan amnesti tidak ada peraturan khusus dan tata cara untuk mengajukan amnesti, biasanya dalam pemberian amnesti dilakukan oleh sekretaris negara dengan membuat daftar nama-nama narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari presiden dan setalah penelaahan internal, daftar nama-nama tersebut akan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipertimbangkan, setelah mendaptkan persetujuan dari DPR dan presiden  menyetujui bahwa amnesti perlu diberikan kepada narapidana tersebut, maka presiden  mengeluarkan surat Keputusan Presiden (Keppres).  Keppres tersebut  dapat diberikan kepada narapidana untuk mengeluarkan narapidana tersebut dari lembaga permasyarakatan.

Peraturan dalam pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 14 yaitu “Presiden memberi Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi” namun, terdapat perubahan. Dalam perubahan pasal 14 tersebut dimaksudkan dalam memberikan grasi dan rehabilitasi presiden harus mendengarkan masukan dari Mahkamah Agung sebab Mahkamah Agung merupakan lembaga yang tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi lembaga yang paling tepat untuk memberikan pertimbangan kepada presiden adalah DPR sebagai lembaga politik kenegaraan atau lembaga perwakilan, sebab hal tersebut didasari oleh pertimbangan politik. Tujuan dari adanya pertimbangan dari MA dan DPR yaitu agar presiden dan kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas negara dapat saling mengimbangi dan saling mengawasi.

2. Sejarah Pemberian Amnesti di Indonesia

Pemberian amnesti sudah ada pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, pertama, lewat Keppres tahun 1961 amnesti diberikan untuk para pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dil Sumateral lBarat ldan lManado. Kedua, amnestil diberikan luntuk pemberontak lDII/TII Kaharl Muzakar dil Sulawesi lSelatan, alasan pemberian amnestil karena orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut akan kembali ke NKRI. Ketiga, amnesti telah diberikan kepada lpemberontak lDI/TIIl Acehl dil bawah pimpinanl Tgkl Duad lBeureu. 
Presiden Soeharto pada saat menjabat sebagai presiden telah memberikan amnesti melalui Keppres tahun 1977 untuk para pengikut gerakan Fretelin di Timor-Timur. Sedangkan pada zaman Presiden BJ Habibie telah mengeluarkan amnesti sebanyak dua kali yaitu pada kasus demo di Timor-Timur terhadap 18 orang tahanan yang menghina Presiden Soeharto, dan kepada 2 pro-demokrasi yang mengkritik pemerintah terus menerus yaitu Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. 
Amnesti yang diberikan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yaitu pada saat peristiwa 27 Juli 1996 dimana mantanl Ketual Partail Rakyatl Demokratikl (PRD) Budimanl Sudjatmikol dipenjara atas tuduhan sebagai dalang terjadinya peristiwa tersebut, dan amnesti diberikan kepada Amirl Syam lSH, Ir lRidwan Ibbas, Drsl Abdullah lHusen, dan Ml Thaherl Daur sebagai anggota GAM yang menjalani hukuman pidana Makar. 

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, beliau tidak mengeluarkan amnesti, akan tetapi Megawati berencana untuk memberikan abolisi (pengampunan) kepada Mantan Presiden yaitu Soeharto pada tahun 2001 karena kasus dengan dugaan penyalahgunaan dana tujuh yayasan namun rencana tersebut tidak bisa diproses sebab Soeharto mengalami sakit keras. Sedangkan pada masa pemerintahan Presdien SBY dikeluarkannya amnesti untuk tahanan dan narapidana politik dan seluruh tahanan yang terlibat GAM, dan SBY pun pernah berencana untuk memberikan amnesti dan abolisi untuk Soeharto pada tahun 2006 namun tidak terjadi kembali sampai Soeharto meninggal, dan terpidana kasus asal Australia juga menerima grasi dari SBY pada tahun 2012.
Presiden Jokowi tercatat telah mengeluarkan beberapa kali amnesti dan grasi, pada tahun 2015 grasi diberikan pada tahanan politik Organisasi Papua Merdeka (OPM), pada tahun 2016 amnesti diberikan untuk Nurdin Ismail atau Din Minimi sebagai mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur pemberian amnesti ini diberikan sesudah dilakukannya upaya pendekatan oleh Letjenl TNIl (Purn) lSutiyoso sebagai Kepala BIN, padal tahunl 2017l Jokowil mengeluarkan kembali grasi untuk Antasari Azhar mantan Ketua KPK,
 pada tahun 2019 amnesti diberikan untuk staf honorer tata usaha di SMAN 7 Mataram yaitu Baiq Nuril yang terjerat kasus UU ITE,
 dan pada tahun 2021 kemarin amnesti atas dasar kemanusiaan diberikan kembali oleh Jokowi untuk Saiful Mahdi salah satu dosen di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang juga tejerat kasus UU ITE atas pencemaran nama baik.
 
3. Politik Hukum Pemberian Amnesti 

Hukum internasional danl perspektifl HAMl tidakl membenarkanl dengan adanyal pemberia amnestil yang bertentanganl dengan lprinsip keadilan yangl berakhir padal limpunitas. Berbagai instrumentl (hukuml HAM danl humaniter) internasionall memiliki syaratl yaitu negaral wajib untukl melaksanakan penegakanl hukum terhadapl berbagai kejahatanl berat yangl telah merusakl stabilitasl dan kedaulatanl negaral yang lberupa kejahatanl plitk.
 

Mengenai peraturan dalan pelaksaan pemberian amnesti tidak ada peraturan khusus yang membahas tentang tahapan tersebut. Akan tetapi, menurut peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yaitu Arsil yang mengatakan bahwa pada umumnya praktek dalam usulan pemberian amnesti yaitu pada saat moment-moment tertentu seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 atau perjanjian Helsinki.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian amnesti yang menjadil suatul politikl hukuml dan laddresstat, sebagai berikut:
a. lPertama, teruntuk merekal yangl telah melaksanakan advokasil politikl melalui ekspresil danl aktivitasl damail itu sudahl merupakanl sebuah kewajibanl untukl bisa lepasl tanpal syarat. Merekal yang tergolong kategoril inil biasa disebutl dengan “prisoners of conscience” oleh amnesti internasional. Dalam kategori tersebut berbeda denganl statusl “tahanan politik atau political prisoners” yangl artinya bahwa seseorangl dapat dipidanal karenal perbuatanl denganl unsur lpolitik, dan prisonersl of consciencel itu hanyal untuk merekal yang ldipidana semata-matal karenal sebuah ekspresil politik secaral baik ataul damail dan tidakl mengadvokasi suatul tindakan dengan unsur lkekerasan, sedangkan merekal yangl masuk dalam kategori sebagail tahananl politikl jugal termasuk paral terpidanal yangl melakukanl tindakanl pidana biasal atau ringanl sebagail bagianl daril advokasil politikl yang telahl mereka llakukan.
b. lKedua, teruntuk merekal yang melakukanl kejahatanl (pidana) lringan yangl disebabkan olehl sebuah alasanl politikl yang sepenuhnyal berada dalaml unsur politikl dari pemerintahl perlu untukl diberikannya lamnesti atau ltidak. Pemberian amnestil juga perlul adanya pertimbanganl bagil para tahananl politik yangl dipidanal melalui sebuahl proses lperadilan yang tidakl adill (unfail ltrial), mengalamil kesulitan, danl lewat lsuatu rekayasa lpolitik. Pemberian amnestil dalam kategoril tahanan lpolitik seperti inil hanya dilakukanl untuk pertimbanganl pragmatis, lagar mereka yangl akan dibebaskanl dapat dilibatkanl dengan lproses lperdamaian, dialog, latau rekonsialiasi. 
c. lKetiga, dalam hukuml internasionall mengenai hakl asasi manusial dan humaniterl melarang pemberianl amnestil untuk kejahatanl internasional, yaitul kejahatanl terhadap lkemanusiaan, kejahatanl perang, lkejahatan genosida, eksekusi di luar proses hukum, pelaku kejahatan penyiksaan, pemerkosaan, dan penghilangan paksa. Pemebrian amnesti pada kategori kejahatan-kejahatan tersebut dilarang untuk dilakukannya negosiasi, dan yangl diinisiasikanl olehl lPBB. Bagil para tahananl yang dianggapl dapat bertanggungjawabl atas lkejahatan-kejahatanl tersebut tetapi tidakl mendapatkan proses peradilanl yang ladil, maka merekaharus diadilil ulangl melalui standarl peradilan lyang ladil.
Tigal hall diatas dapatl diketahuil bahwal politikl hukuml dalam pemebrian amnestil adalah salahl satu caral pemerintah untukl meredamkan suatul ketegangan danl memberikan suatul kedamaian daril situasi lyang merusak stabilitasl dan kedaulatanl negaral sebab adanyal suatu lkejahatan lpolitik. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dengan ladanya lhak prerogratif presidenl untukl memberikanl amnestil secaral tidak llangsung mempunyai suatul addresstat yaitul pada tahananl politik atasl kejahatan lpolitik.
 

4. Pengertian Grasi, Abolisi, dan Rehabilitasi

Garsi secara umum adalah suatu pernyataan dari presiden yang menghilangkan sebagaian atau seluruh akibat hukum pada sesuatu tidnakan pidana menurut hukum pidana. Sedangkan dalam pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2002, grasi adalah pengampunan yang berupa pengurangan, peringanan, perubahan, atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap terpidana.  Sebenarnya kata pengampunan bisa menimbulkan kesalah pahaman, sebab dengan adanya pengampunan dari presiden semua kejahatan-kejahatan yang telah dilaukan menjadi diampuni atau semua akibat hukum dari tindak pidana tersebut menjadi dihilangkan.

Grasi bukan salah satu dari campur tangan presiden sebagai kepala negara di bidang yudikatif, tetapi grasi mrupakan hakl prerogatif lpresiden dalam lmemberikan lampunan. Dengan pemberianl grasil tersebut bisa lmengubah, mengurangi, meringankanl ataul menghapuskanl kewajibanl terpidana yangl telah ditetapkan oleh lpengadilan, dalam artian grasi bukanlah suatu pengampunan yang dapat menghilangkanl kesalahan ldan juga bukanl suatu rehabilitasl lterhadap lterpidana. Presiden juga berhak untuk mengabulkan atau menolak grasi yang diajukan oelh terpidana yang telah mendapatkan persetujuan daril Mahkamah lAgung. Bentuk dari pemberianl grasil tersebut dapatl berupal pengurangan jumlah latau penghapusan pelaksanaan hukuman, perubahan atau peringanagn jenis hukuman.

Definisi mengenai abolisi sendiri tidak dijelaskan di dalam perundang-undangan. Namun, biasanya abolisi diartikan sebagai suatu tindakan untuk meniadakan terhadap wewenang dari penuntut umum dalam menuntut hukuman pidana. Alasan pemberian abolisi yang diberikan oleh kepala negara biasanya atas dasar kepentingan negara, dan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (Pasal 1).

Menurutl pasal 1l ayat 23l KUHAP rehabilitasil merupakan lhak seseorangl untukl mendapatl pemulihanl haknya dalaml kemampuasn, lkedudukan, dan harkatl serta martabatnyal yang diberikanl pada ltingkat penyidikan, lpenuntutan, ataul peradilan lsebab lditangkap, ditahan, ldituntut, ataupun diadilil tanpa alasanl yang berdasarkanl undang-undangl atau lkarena kekeliruan mengenail orangnya ataul hukum yangl diterapkan menurutl cara yangl diatur dalaml undang-undangl lini.

B. Tinjauan Umum Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pengaturan hukum yang ada di Indonesia mengenai hak kebebasan berpendapat tercantum dalaml UUDl NRIl tahunl 1945l danl UU RIl Nomorl 9 tahunl 1998 tentangl Kemerdekaan Menyampaikanl Pendapat dil Muka lUmum. Secara umum jaminan dari perlindungan hak kebebasan berpendapat ini di atur padadua peraturan perundang-undangan tersebut dan secara spesifik diatur pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI tahun 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Kemerdekaan berpendapat merupakan hak yang sangat mendasar, karena kebebasan berpendapat adalah salah satu hak dari hak asasi manusia. Tujuan dari kekebasan berpendapat merupakan bagian dari UU Nomor 9 tahun 1998 yaitu untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bentuk dari kebebasan dalam menyampaikan pendapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk, seperti yang telah diatur oleh UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam menyampaikan pendpat dapat disampaikan tidak hanya lewat tulisan maupun lisan saja. Dalam menyampaikan pendapat membutuhkan ruang tersendiri sebagai sarana berekpresi dan pendapat tesebut dapat disampaikan dalam ruang publik sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) “Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang didatangi dan atau dilihat setiap orang”. 

UU Nomorl 9l tahunl 1998l menjelaskan bahwal warga negaral yang menyampaikanl pendapat dil muka umuml berkewajiban ldan bertanggungjawab untuk menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menghormati hak-hak orang lain, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menaati aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Maksud dari menyampaikan pendapat di muka umum yaitu menyampaikan pendapat secara tulisan maupun lisan, dan sebagainya. Hal tersebut dijamin dan diakomodasi dalam pasall 9 Deklarasil Universal lHak-Hak Asasil Manusia lyang lberbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.
 Berdasarkan pasall 9 ayatl (1), bentukl dari penyampaianl pendapatl dil mukal umuml bisa dilakukanl denganl beberapa cara yaitu : 

a. Unjukl rasal latau ldemonstrasi;

b. lPawai;

c. lRapat lumum; ldan latau;

d. lMimbar lbebas.

Ada empat hal yang membuat kebebasan berpendapat dan berekspresi dianggap penting yaitu :

1) Untuk mencapai potensi diri dan menjamin pemenuhan disi seseorang.
2) Untuk mencari kebenaran dan menambah wawasan, yang berarti seseorang mencari kebenaran harus dengan mempertimbangkan semua alternatif, mendengar dari semua sisi pertanyaan, menguji penilaiannya melalui mecam-macam pemikiran yang berbeda-beda semaksimal mungkin.

3) Seseorang dalam menyampaikan pendapat juga merupakan bentuk dari patisipasai dalam proses pengambilan keputusan.

4) Dan baik negara maupun masyarakat mungkin dapat mecapai stabilitas dan adaptasi melalui kebebasan berekpresi.
  

Hak kebebasan berpendapat dalam menyampaikan pendapar, tetap harus memliki prinsip yang bebas namun bertanggungjawab. Maksud dari kata bebas adalah bahwa semua ide, pikiran ataupun pendapat dapat disampaikan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sedangkan maksud dari kata bertanggungjawab adalah bahwa semua ide,pikiran ataupun pendapat wajib dilandasi oleh niat baik, akal yang sehat, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan di dalam UU Nomor 9 thaun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapatl dil Mukal Umuml yangl menyatakan bahwal perwujudanl ldari sebuah kehendakl warga negaral secara bebasl dalam menyampaikanl pikiran secaral lisan danl tulisan danl sebagainya harusl tetapl dijaga agarl seluruh tatananl sosial danl kelembagaan baikl dari linsfrastruktur lmaupun suprastruktur tetapl terbebas daril penyimpangan ataul pelanggaran lhukum yang bertentanganl dengan lmaksud, tujuan, danl arah daril proses keterbukaanl dalam pembentukanl dan penegakanl hukum sehinggal tidak menciptakanl disintegrasi lsosial, tetapi harusl dapat menjaminl rasa laman dalaml kehidupan lmasyarakat. Makal dari itul dalam lmenyampaikan pendapat harusl dilandasi olehl rasa ltanggung ljawab, sesuai denganl aturan lperundang-undangan lyang berlaku, danl sesuai denganl prinsipl hukum internasionall seperti yangl dijelaskan dalaml Pasal 29l Deklarasi lUniversal Hak-Hakl Asasi lManusia, yang lantara llain :

1) Setiapl orang memilikil kewajiban terhadapl masyarakat lyang memungkinkan pengembanganl kepribadian secaral bebas ldan lpenuh.

2) Dalaml pelaksanaan hakl kebebasan, setiapl orang harusl tunduk lpada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memnuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

3) Hakl danl kebebasanl inil samal sekali tidakl boleh dijalankanl secara bertentanganl dengan lmaksud-maksud danl prinsip-prinsipl Perserikatan lBangsa-lBangsa.
 

Konteks dari hukum inetrnasional dalam hak kemerdekaan menyampaikan pednapat tersebut dijelaskan pula dalam perjanjian intenasional sebagai salah satu dari intrumen hukum intenasional yaitu terdapat dalam pasall 19l Konvenanl lHak-Hakl Sipil danl Politik l1966 (International Convenantl On Civill and Politicall Rights l1966), lyang lmenjelaskan :

1) Setiapl orang harusl berhak untukl memiliki opinil tanpa lintervensi

2) Setiapl orang harusl berhak atasl kebebasan lberekspresi; hak inil harus meliputil kebebasan untukl mencari, menerimal serta lmengungkapkan segala jenisl informasi danl gagasan, terlepasl dari perbatasanl secara llisan, tulisan ataul tercetak dalaml bentuk karyal seni, ataul melalui segalal media lainl pilihannya lsendiri.

3) Pelaksaanl lhak-hak yangl dijamin dalaml ayat 2l pasal inil membawa lkewajiban-kewajiban danl tanggung ljawab-tanggung ljawab ltersendiri. Sebab hall tersebut tundukl padal batasan-batasan tertentul namun hal ini hanyal diperbolehkan sesuai dengan yangl ditetapkanl oelh hukuml danl sesuai dengan yangl dibutuhkan yaitu untukl saling menghargail hakl ataul nama baik sesorang dan untuk melindungi ketertiban umum atau keamanan nasional, atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Kebebasan menyampaikan pendapat tersebut merupakan salah satu bentuk dari nilai-nilai hak asasi manusia dan di dalaml konteksl hukuml nasionall lIndonesia, hak konstitusionall wargal negata mengenail hakl kebebasan berpendapat diatur dengan jelas dalam konstitusil negara Republikl Indonesia yaitul pada pasall 28, pasall 28El ayat (l2) dan (l3) UUD NRI 1945.

C. Tinjauan Tentang Akademisi

Akademikus atau akademisi merupakan istilah umum untuk  seseorang yang berpendidikan tinggi atau intelektual, atau seseorang yang berprofesi sebagai pengajar dan guru besar di Universitas. Pengertian lain yaitu sebagai anggota suatu akademik, dan juga ilmuwan, cendekiawan, peneliti, atau para ahli juga biasanya disebut sebagai akademikus, meski mereka tidak bekerja secara langsung dalam ruang lingkup Universitas. Pengertian ini sesuai dengan maksa akademisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bahwa akademisi merupakan seseorang yang berpendidikan tinggi atau bergelut dengan suatu bidang keahlian. .
 

Profesi akademisi diatur dalaml UUl Nomorl 14l tahunl 2005 ltentang Guru danl Dosen danl Peraturan Pemerintahl Nomor 37l tahun 2009l tentangl Dosen. Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikenal dengan istilah guru, dosen,dan guru besar atau profesor. Yang disebut dengan guru yaitu pendidik profesional yang bertugas untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik di pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menegah pertama, dan pendidikan menengah atas. Sedangkan yang disebut denagan dosen ialah pendidikl profesionall danl ilmuanl yangl memiliki tugasl unuk lmengembangkan, lmentransformasikan, dan menyebarluaskanl ilmu lpengetahuan, teknoligi, danl senil lewat lpendidikan, malakukan lpenelitian, dan pengabdianl pada lmasyarakat. Dan yang disebut guru besar atau profesor ialah seseorang yang memiliki jabatanl fungsional tertinggil dari dosenl yang masihl mengajar dil ruang lingkup satuanl pendidikan ltinggi.
Pasal 2 dan 3 UU Nomor 14 tahu 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan mengenaik kedudukan guru dan dosen sebagai profesi. Pada pasall 2l menyatakan bahwal gurul memiliki kedudukanl sebagai ltenaga profesional padal jejang pendidikanl anak usial dini, pendidikanl dasar, pendidikanl menengahl pertama, danl pendidikanl menengah atas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sertifikat pendidik dapat dijadikan bukti pengakuan kedudukan seorang guru sebagai tenaga profesional. Sedangakna pada pasal 3 menjelaskan bahwa dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sertifikat pendidik juga dapat dijadikan sebagai bukti pengakuan kedudkan dosen sebagai tenaga profesional.

Seorang dosen juga mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan (2) UUl Nomorl 14l tahunl 2005l tentang Gurul dan Dosenl yang lmenyatakan:

1) Dalaml melaksanakan tugasl keprofesionalan, ldosen lberhak:

a) Perolehl penghasilanl diatas kebutuhanl hidup minimuml dan ljaminan kesejahteraan lsosial;

b) Mendapatkanl promosi danl penghargaan sesuail dengan tugasl dan lprestasi lkerja;

c) Memperolehl perlindungan dalaml melaksanakan tugasl dan hakl atas lkekayaan lintelektual;

d) Memperolehl kesempatan untukl meningkatkan lkompetensi, akses sumberl belajar, linformasi, sarana danl prasarana lpembelajaran, sertal penelitian danl pengabdian lkepada lmasyarakat;

e) Memilikil kebebasan lakademik, mimbar lakademik, dan lotonomi lkeilmuan;

f) Memilikil kebebasan dalaml memberikan penilaianl dan lmenentukan kelulusan pesertal didik; danl
g) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. 
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, yang menyatakan bahwa:

1) Dosen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa, birokrasi, dan/atau pihak lain;

2) Dosen berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya;
3) Dosen berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.  

Sedangkan kewajiban dosen dalam melaksanakan tugas keprofrsionalannya tercantum pada pasal 60 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan dosen berkewajiaban:

a. Melaksanakanl lpendidikan, lpenelitian, danl pengabdianl kepada lmasyarakat;

b. lMerencanakan, melaksanakanl proses lpembelajaran, serta menilail danl mnegawasi lhasil lpembelajaran;
c. Meningkatkanl danl mnegembangkan kualifikasil akademik ldan kompetensi secaral berkelanjutan sejalanl dengan perkembanganl ilmu lpengetahuan, teknologi, ldan lseni;
d. Bertindakl objektif danl tidak diskriminatifl atas dasarl pertimbangan jenisl kelamin, lagama, suku, lras, kondisi fisikl tertentu, ataul latar belakangl sosioekonomi pesertal didik ldalam lpembelajaran;
e. Menunjungl tinggu lperaturan lperundang-undangan, lhukum, dan lkode etik sertal nilai-nilail agama danl etika; danl
f. Memeliharal dan memupukl persatuan danl kesatuan lbangsa.
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